Universitas
Muhammadiyah
Makassar

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIMAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 144/PPS-MIAP/01/2026
Nomor: 01.3 /HK.01.01/K.SN/1/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh
Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  Prof. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si.

Jabatan . Ketua Program Studi Magister [lmu Administrasi Publik Program
" Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat : ]I Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Mardiana Rusli, S.E., M.1.LKom

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
(Bawaslu Provinsi Sulsel)

Alamat : Jalan A. P. Pettarani No.98, Kel. Bua Kana, Kec. Rappocini,

Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222

Sebagai pihak yang bertanggung jawab di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Selatan (BAWASLU), Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang kemudian disebut sebagai
PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan Rancangan Pelaksana Kegaiatan berupa
kegiatan Laboratorium Administrasi Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat tata kelola
pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mendukung
pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan, maka kedua
belah pihak sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling mendukung dan
berkelanjutan dalam pemanfaatan Laboratorium Governance sebagai wadah
pembelajaran, pengembangan inovasi, serta penguatan nilai-nilai demokrasi dan tata
kelola pemerintahan yang baik.



MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara Program
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar dan Badan Pengawas Pemilihan
Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka pelaksanaan Catur Dharma
Perguruan Tinggi.

Adapun tujuan kerja sama ini adalah:

1. Mengoptimalkan fungsi Laboratorium Governance sebagai pusat riset dan
pelatihan yang mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di
bidang kepemiluan serta tata kelola pemerintahan.

2. Memfasilitasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat yang relevan dengan bidang demokrasi, kebijakan publik, dan
administrasi pemerintahan.

3. Meningkatkan sinergi antara dunia akademik dan lembaga penyelenggara pemilu
dalam rangka memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas.

RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Pemanfaatan Laboratorium Governance sebagai tempat penyelenggaraan
pelatihan, diskusi ilmiah, penelitian, dan kegiatan akademik lainnya di bidang
pemerintahan dan demokrasi.

2. Pengembangan program bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tata kelola pemerintahan
dan penyelenggaraan pemilu.

3. Pertukaran pengetahuan, data, dan informasi untuk mendukung kegiatan
akademik dan kelembagaan kedua belah pihak.

4. Pelaksanaan kegiatan seminar, workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya yang
mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan.

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis.

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini disesuaikan dengan
kesepakatan bersama sesuai dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing pihak.



SEPULUH RIBU RUPIAH
. D 2, o

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam dua rangkap asli yang masing-

masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal
penandatanganan.

Makassar, 29 Januari 2026
PIHAK PERTAMA P KEDU.
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